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	Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebagai upaya untuk mengatasi kendala para pihak yang belum dapat membuat Akta Jual Beli (selanjutnya disingkat AJB). Akan tetapi, pada beberapa kasus ditemukan penyalahgunaan penggunaan PPJB dan Kuasa Menjual. PPJB dan Kuasa Menjual menjadi suatu perjanjian jaminan terhadap hutang-piutang. PPJB tersebut memuat klausul kuasa menjual dan Akta Kuasa Menjual yang memberikan kuasa dari pemilik objek tanah (selaku penjual / pihak yang memiliki hutang / debitur) kepada pemberi hutang (selaku pihak pembeli/ pihak yang memberi piutang/kreditur) untuk melakukan pengalihan hak atas tanah. Debitur yang dirugikan karena tidak bertujuan menjual tanah tersebut dapat mengajukan upaya pembatalan perjanjian. Berdasarkan pendekatan permasalahan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yaitu berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya telah menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan khususnya terhadap penyelundupan hukum Pengikatan Jual-Beli Dan Klausul Kuasa Mutlak Yang Dibuat Berdasarkan Hutang-Piutang, dengan menyatakan perjanjian demikian batal demi hukum walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Akta Notaris atau Akta Otentik. Pengajuan pembatalan perjanjian dikarenakan adanya penipuan, paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
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	The Sale and Purchase Agreement (hereinafter abbreviated to PPJB) is a preliminary agreement as an effort to overcome the obstacles of the parties who have not been able to make a Deed of Sale and Purchase (hereinafter abbreviated to AJB). However, in several cases abuse of the use of PPJB and Power of Sale has been found. PPJB and Power of Sale become a security agreement for debts. The PPJB contains a power of sale clause and a Power of Sale Deed which grants power from the owner of the land object (as the seller/party who has the debt/debtor) to the debtor (as the buyer/party who gives the receivable/creditor) to transfer land rights. Debtors who suffer losses because they do not intend to sell the land can file an effort to cancel the agreement. Based on the problem approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach), namely various decisions that have legal force, it can still be concluded that the Supreme Court and lower courts have maintained the unity of law application and consistency of decisions, especially regarding legal smuggling. Sale-Purchase Agreements and Absolute Power of Attorney Clauses Made Based on Debts and Receivables, by declaring such agreements null and void by law even if the agreement is made based on a Notarial Deed or Authentic Deed. Application for cancellation of agreement due to fraud, coercion or abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden).

	
	
	This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
[image: Lisensi Creative Commons]

	Corresponding Author:
Sriwati 
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
	
Email: Sriwati_notaris@yahoo.com




1. PENDAHULUAN
Pada awalnya, tahapan proses jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli, cek fisik asli sertifikat tanah, penandatanganan Akta Jual Beli, validasi, dan sebagainya. Artinya, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan obyek jual beli hak atas tanah dilakukan dengan suatu perjanjian. Hal tersebut lebih memberikan kepastian hukum karena hak atas tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanah juga memiliki objek perjanjian yang khusus. Beberapa persyaratan jual Beli hak atas tanah yang belum dipenuhi menyebabkan penandatanganan para pihak terhadap Akta Jual Beli hak atas tanah belum dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebagai upaya untuk mengatasi kendala para pihak yang belum dapat membuat Akta Jual Beli (selanjutnya disingkat AJB). Subekti, menyatakan pengikatan jual beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli [1], objek tanah masih dalam jaminan hutang, dalam proses peningkatan hak atau proses pemecahan sehingga belum dapat dilakukan AJB di PPAT [2]. Praktik ini sering ditemukan dalam penjualan rumah oleh developer. Penjualan rumah pengembang seringkali terkendala oleh pengurusan kewajiban / legalitas yang cukup lama seperti status objek jual beli masih dijaminkan di bank, atau objek jual beli masih proses pemecahan sertifikat, dan sebagainya. Oleh karena itu, Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu perjanjian
yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini
dikenal dengan nama PPJB [3]. Sistem jual-beli dengan PPJB diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Pengertian PPJB menurut peraturan tersebut adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. 
PPJB juga mengikuti prinsip jual beli terang dan tunai, yaitu jual beli yang melibatkan penyerahan hak secara permanen dan pembayaran oleh pembeli yang dilakukan pada saat itu juga dan diterima oleh penjual [6] sehingga sebenarnya PPJB memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli karena pihak penjual bukanlah pihak yang harus dilindungi karenakan pihak penjual sudah memperoleh/menerima haknya secara penuh, yaitu dengan telah diperolehnya harga pembayaran tanahnya [4]. Akan tetapi, pada beberapa kasus ditemukan penyalahgunaan penggunaan PPJB dan Kuasa Menjual. PPJB dan Kuasa Menjual menjadi suatu perjanjian jaminan terhadap hutang-piutang. PPJB tersebut memuat klausul kuasa menjual dan Akta Kuasa Menjual yang memberikan kuasa dari pemilik objek tanah (selaku penjual / pihak yang memiliki hutang / debitur) kepada pemberi hutang (selaku pihak pembeli/ pihak yang memberi piutang/kreditur) untuk melakukan pengalihan hak atas tanah. Artinya jika pihak debitur tidak mampu membayar hutang atau wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur sehingga seakan-akan objek kepemilikan tanah debitur menjadi jaminan terhadap hutang-piutang. Praktik penggunaan PPJB tersebut menyebabkan kekaburan antara PPJB dan Kuasa Menjual yang benar digunakan oleh para pihak untuk proses jual-beli objek tanah dengan PPJB dan Kuasa Menjual yang digunakan untuk jaminan terhadap utang-piutang. 
Debitur yang dirugikan karena tidak bertujuan menjual tanah tersebut dapat mengajukan upaya pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian untuk Akta Notaris bersifat akta otentik (PPJB dan Kuasa Mutlak) akan menimbulkan kendala dan tantangan pembuktian karena Akta otentik pada dasarnya telah menetapkan secara jelas hak dan kewajiban, memberikan kepastian hukum, dan diharapkan dapat mencegah timbulnya sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat sebagaimana diatur pada Pasal 1870 KUHPerdata [5]. Penulisan ini membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan terhadap pengajuan pembatalan perjanjian Pengikatan Jual-Beli Dan Klausul Kuasa Mutlak Yang Dibuat Berdasarkan Hutang-Piutang.

2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam bentuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada latar belakang dan kepentingan hukum tersebut di atas. Pendekatan hukum normatif adalah studi yang didasarkan pada peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan penulisan ini berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yaitu berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.  Pembatalan Perjanjian
Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian yaitu sebagai berikut [7, 25]: 
a.  Para pihak saling memperjanjikan secara timbal balik yaitu saling memberikan prestasi terkait satu sama lain, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka akan terhubung langsung kepada pihak lainnya yang sudah memenuhi prestasi. Dengan demikian apabila ada salah satu pihak telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah dibuat maka pihak lawan berhak untuk mengajukan untuk perjanjian tersebut dibatalkan. Tetapi dari pihak lawan apabila dia juga melakukan wanprestasi maka dia tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan pada perjanjian tersebut. 
b. Syarat batal dicantumkan ketika pihak lawan telah melakukan wanprestasi dan tercantum dalam perjanjian timbal balik apabila prestasi atau kewajibannya tersebut tidah dipenuhi oleh salah satu pihak. (Pasal 1266 KUH Perdata). 
c. Pembatalan terkait perjanjian tersebut harus dilakukan melalui Putusan Pengadilan Negeri. 
Subekti menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Kedua, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan itu, ia sebagai tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia diancam, atau karena ia khilaf mengenai objek perjanjian atau karena ia ditipu [9]. Penjelasan Subekti selaras dengan Pasal 1325 yang menyatakan, “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.” Dan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.” Selain kekhilafan, paksaan, penipuan terdapat bentuk yang lain dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam KUH Perdata yaitu Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden).
Batalnya suatu perjanjian karena penyalahgunaan keadaan sama sekali tidak mutlak adanya satu taraf tertentu atau satu bentuk tertentu dari hal yang merugikan itu, dirugikannya salah satu dari pihak-pihak hanya merupakan salah satu dari faktor, di samping semua keterangan-keterangan lain seperti sifat dari keadaan-keadaan yang digunakan cara berlangsungnya penggunaan itu dan hubungan antara pihak-pihak menentukan apakah perjanjian itu bertolak dari satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik. Nieuwenhuis menjelaskan 4 (empat) syarat adanya penyalahgunaan keadaan yaitu [9]:
· Keadaan keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), merupakan keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
· Suatu hal yang nyata (kenbaarheid), disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian
· Penyalahgunaan (misbruik), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia seharusnya tidak melakukannya
· Hubungan Kausal adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup
Penyalahgunaan keadaan ini harus memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. 
Alasan-alasan pembatalan perjanjian dapat diajukan ke pengadilan. Mengenai pembuktian di Pengadilan akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya mengenai Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Dan Klausul Kuasa Mutlak Yang Dibuat Berdasarkan Hutang-Piutang. Sub-bab tersebut menjelaskan beberapa putusan dan pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan berdasarkan dalil-dalil yang berhasil dibuktikan Penggugat. 
 
3.2.  Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Dan Klausul Kuasa Mutlak Yang Dibuat Berdasarkan Hutang-Piutang
PPJB pada awalnya digunakan sebagai solusi terhadap kendala para pihak terhadap proses AJB menjadi suatu perjanjian jaminan terhadap hutang-piutang. Beberapa praktik penggunaan PPJB disalahgunakan untuk ranah perjanjian hutang-piutang dengan memanfaatkan klausul kuasa menjual dan Akta Kuasa Menjual yang memberikan kuasa dari pemilik objek tanah (selaku penjual / pihak yang memiliki hutang / debitur) kepada pemberi hutang (selaku pihak pembeli/ pihak yang memberi piutang/kreditur) untuk melakukan pengalihan hak atas tanah. Artinya jika pihak debitur tidak mampu membayar hutang atau wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur sehingga seakan-akan objek kepemilikan tanah debitur menjadi jaminan terhadap hutang-piutang. 
Praktik hutang-piutang lazimnya menggunakan lembaga jaminan, dalam hal ini objek tanah maka menggunakan sarana Hak Tanggungan. Proses eksekusi Hak Tanggungan wajib dilakukan lelang kepada pihak ketiga dan melarang pemegang Hak Tanggungan memilik objek jaminan sebagaimana diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”), yang menyatakan: “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, adalah batal”. Dengan PPJB dan Kuasa Menjual tersebut, maka jaminan yang belum dibebankan Hak Tanggungan tersebut dapat dimiliki oleh Kreditur sebagai upaya penyelundupan hukum untuk mengingkari Pasal 12 UUHT.
Praktik ini dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2020/PN Sby dengan kasus posisi sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt [10]
	Penggugat awalnya meminjamkan berat sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) kepada Almarhum Yosef Raja Nuhan yang merupakan suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan Tergugat III serta bapa mertua dari Tergugat IV yang adalah istri dari Almarhum ILE NUHAN yang juga anak dari Almarhum Yosef Raja Nuhan. Peminjam tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 1999. 
	Bahwa untuk menjamin kepastian peminjaman beras milik Penggugat sebanyak 1.000 kg tersebut, maka Almarhum Yosef Raja Nuhan sebagai PIHAK PERTAMA dan PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA membuat suatu Pernyataan yang ditandatangani secara bersama pada tanggal 22 Februari 1999 dengan disaksikan oleh Para Saksi yang turut pula menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 22 Februari 1999, pada pokoknya menerangkan: 
· Pengakuan Almarhum Yosef Raja Nuhan, bahwa benar ia telah meminjam beras milik Penggugat sebanyak 1.000 kg, dengan perjanjian akan mengembalikan beras tersebut beserta bunga sebanyak 400 kg beras pada tanggal 31 Maret 1999; 
· Apabila pada tanggal 31 Maret 1999 Almarhum Yosef Raja Nuhan belum mengembalikan beras yang dipinjam tersebut, maka sebagai gantinya Almarhum Yosef Raja Nuhan menyerahkan sebidang tanah miliknya (selanjutnya disebut Objek Sengketa)
Selanjutnya Almarhum Yosef Raja Nuhan tidak dapat mengembalikan beras tersebut sehingga akhirnya Almarhum Yosef Raja Nuhan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Objek Sengketa
Surat Pernyataan tersebut memuat pernyataan antara lain
· Bidang tanah tersebut dilepaskan bersama segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut dengan maksud agar tanah tersebut diberikan untuk menjadi milik sepenuhnya Penggugat; 
· Hak atas tanah tersebut dilepaskan sebagai ganti pembayaran/ pelunasan utang berupa beras sebanyak 1.000 kg, ditambah bunga 400 kg sehingga berjumlah 1.400 kg;
Penggugat lalu menjual tanah tersebut kepada Tergugat V, akan tetapi muncul pihak lain yaitu Tergugat VI yang menyatakan objek sengketa adalah miliknya. Berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Almarhum Yosef Raja Nuhan dan Paulus Udja Hurint (Penggugat) tanggal 01 April 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum.
	Terhadap petitium tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang milik Penggugat dengan Almarhum Yosef Raja Nuhan merupakan bentuk perjanjian hutang piutang dengan menggunakan kuasa mutlak sebagaimana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Instruksi Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah; Menimbang, bahwa kembali dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian, yang mana poin 4 pada 1320 BW (Burgelijk WetBoek/ KUHPerdata) yaitu tentang maksud / alasan dibuatnya suatu perjanjian haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
	Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan dikarenakan perjanjian tersebut menggunakan kuasa mutlak dan bertentangan dengan Instruksi Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”), maka sudah seharusnyalah perjanjian hutang piutang beras yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Yosef Raja Nuhan pada tanggal 23 Maret 1998 tersebut dinyatakan batal demi hukum.

b. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2020/PN Sby [11]
	Penggugat seorang pengusaha Tour & Travel dan untuk memperbesar usahanya Penggugat meminjam dana dari bank BRI Cabang JMP dengan jaminan rumah yang bersertikat SHM yang terletak di jalan Mulyosari No. 27 Surabaya. Dalam perjalanan angsurannya usaha Tour & Travel milik penggugat mengalami kerugian, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugat terus menerus ditagih oleh bank BRI agar membayar tunggakan angsuran. Penggugat meminta di tambah pinjamannya tapi bank BRI tidak menyanggupi dan Penggugat berusaha mencari pinjaman ke bank lain akan tetapi ditolak. 
	Penggugat lalu mencari dana talangan untuk melunasi hutang di Bank BRI. Selanjutnya Penggugat dan bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II. Pada hari Selasa tanggal 21 -11-2017 pukul 15.45 WIB Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III menghadap Notaris (Turut Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I) untuk membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan No. 38 sebagai syarat mutlak mendapatkan pinjaman dana talangan.
	Bahwa terhadap PPJB tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ahli bahwa dana talangan merupakan perjanjian utang piutang, dan perjanjian utang piutang sejumlah uang tidak boleh dibuat dalam bentuk PPJB dengan alasan sebagai jaminan. PPJB merupakan bentuk peralihan hak kepemilikan, sedang utang piutang merupakan perjanjian pinjam meminjam. PPJB disertai kuasa menjual yang lahir atas dasar perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bukan berasal dari kehendak bebas si peminjam karena dalam posisi ini peminjam tidak mempunyai pilihan lain selain menerima persyaratan yang ada. Dengan demikian maka PPJB disertai kuasa menjual tersebut dapat dibatalkan karena tindakkan hukum tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebab terjadi peminjam dalam posisi yang lemah – tidak punya pilihan lain selain menyepakati hal tersebut, padahal sama sekali tidak ada keinginan yang Mahkamah Agung Republik Indonesia bersangkutan untuk mengalihkan harta bendanya. Apabila debitor merasa hak tersebut menimbulkan kerugian (karena cacat kehendak), maka PPJB tersebut dapat dibatalkan. Seharusnya, apabila dengan alasan jaminan, maka hak atas tanah tersebut bukan dibuatkan PPJB tapi perjanjian jaminan kebendaan, dalam hal ini Jaminan Hak Tanggungan. Dalam hal ini PPJB dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian semu atau pura-pura.
	Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar Perjanjian Ikatan Jual Beli No. Mahkamah Agung Republik Indonesia 38 tanggal 21 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H adalah utang dana talangan antara Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap kuasa mutlak yang tercantum pada Pasal 5 Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 38 tanggal 21 Nopember 2017 merupakan penyelundupan hukum, sehingga perbuatan Para Tergugat yang telah mengikat utang dana talangan dengan Ikatan Jual Beli yang disertai Surat Kuasa Mutlak terhadap obyek sengketa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana selanjutnya Majelis Hakim Menyatakan Perjanjian Jual Beli berdasarkan Kuasa Mutlak adalah Penyelundupan Hukum dan Batal demi Hukum dan  menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang mengikat utang dana talangan dengan ikatan Jual Beli di sertai Kuasa Mutlak adalah Perbuatan Melanggar Hukum

Penulis berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lrt dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2020/PN Sby telah selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Sip 1982, tanggal 28 Januari 1984 yang memuat kaidah:
Dalam perjanjian suatu akta notaris, dimana seorang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut. Bermula dari surat kuasa dari surat pengakuan hutang dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. Karena debitur terikat pula dengan hutang piutang lainnya yang sudah memperoleh putusan dari pengadilan, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menanda tangani perjanjian – perjanjian dalam akte notaris yang bersifat memberatkan, maka perjanjian berikutnya dapat di klasifikasikan sebagai kehendak satu pihak [12].
Berdasarkan penjabaran diatas, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya telah menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan khususnya terhadap penyelundupan hukum Pengikatan Jual-Beli Dan Klausul Kuasa Mutlak Yang Dibuat Berdasarkan Hutang-Piutang, dengan menyatakan perjanjian demikian batal demi hukum walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Akta Notaris atau Akta Otentik. 

4. KESIMPULAN 
	Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan pembatalan perjanjian Pengikatan Jual-Beli Dan Klausul Kuasa Mutlak dapat dikabulkan sepanjang perjanjian tersebut didasari atau diawali perjanjian Hutang-Piutang. perjanjian utang piutang, dan perjanjian utang piutang sejumlah uang tidak boleh dibuat dalam bentuk PPJB dengan alasan sebagai jaminan. PPJB merupakan bentuk peralihan hak kepemilikan, sedang utang piutang merupakan perjanjian pinjam meminjam. PPJB disertai kuasa menjual yang lahir atas dasar perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bukan berasal dari kehendak bebas si peminjam karena dalam posisi ini peminjam tidak mempunyai pilihan lain atau dapat dikatakan pengajuan pembatalan perjanjian dikarenakan adanya penipuan, paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
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